
 

 

 

 

 

 

 

KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  

KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN  

PELAKU USAHA KECIL 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

M. SYARIF  HIDAYATULLOH 

NPM. 1312011185 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  

KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN  

PELAKU USAHA KECIL 

 

Oleh 

M. SYARIF  HIDAYATULLOH 

 

Keberadaan pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan 

pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Permasalahan 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil? (2) Apakah 

faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil? 

 

Penelitian ini menggunkan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan 

data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, 

klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil dilaksanakan 

sebagai berikut: a) Mempermudah perizinan pelaku usaha kecil, yaitu tidak 

mewajibkan adanya Izin Usaha Industri (IUI) agar para pelaku usaha kecil semakin 

mudah dalam mengembangkan usaha mereka tanpa harus terbebani dengan biaya 

perizinan usaha yang justru akan membebani mereka dalam melaksanakan usaha. b 

Peningkatan akses kepada sumber daya produktif, yaitu dengan  pendidikan dan 

pelatihan wirausaha kepada sumber daya manusia pelaku usaha kecil. c) 

Pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil berkeunggulan kompetitif melalui 

pemberian bantuan berupa modal usaha bergulir bagi para pelaku usaha kecil. (2) 

Faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil adalah sebagai berikut: 

a) Pelaku Usaha Kecil Tidak Mau Mendaftarkan Usahanya walaupun telah diberikan 

kemudahan dalam pendaftaran dan perizininanya.  b) Keterbatasan anggaran dalam 

program bantuan dana bergulir kepada pelaku usaha kecil sehingga pemberian 

bantuan modal bergulir kepada pelaku usaha kecil tidak maksimal.  

 

Disarankan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar 

Lampung untuk: (1) Secara lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pendaftaran 

usaha kecil kepada masyarakat (2) Meningkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil  

 

Kata Kunci: Kebijakan, Pembinaan, Pelaku Usaha Kecil 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE POLICY OF COOPERATION AND SMALL MEDIUM ENTERPRISES 

DEPARTMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY IN DEVELOPING  

SMALL BUSINESS ACTORS 

 

By 

M. SYARIF HIDAYATULLOH 

 

The existence of small-scale business actors as referred to in Article 1 Number (2) of 

Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small Medium Enterprises Department 

is a business sector that assists the government in providing employment, increasing 

income and reducing unemployment. The problems of this study are: (1) What is the 

Policy of Cooperation and Small Medium Enterprises Department of Bandar 

Lampung City in developing small business actors? (2) What are the inhibiting 

factors of Policy of Cooperation and Small Medium Enterprises Department of 

Bandar Lampung City in developing small business actors? 

 

This study uses a normative and empirical juridical approach. Data collection with 

field studies and literature studies. Data processing includes selection, classification 

and compilation of data. Data analysis was conducted in a qualitative juridical 

manner. 

 

The results of this study indicate: (1) The Policy of Cooperation and Small Medium 

Enterprises Department of Bandar Lampung City in developing small business 

actors is carried out as follows: a) Facilitating the licensing of small business actors, 

ie not requiring an Industrial Business License (IUI) so that small business actors 

the easier it is to develop their business without having to be burdened with business 

licensing costs which will burden them in carrying out their business. b Increased 

access to productive resources, namely by entrepreneurship education and training 

to the human resources of small businesses. c) The development of entrepreneurship 

and small businesses with competitive advantages through the provision of 

assistance in the form of revolving business capital for small business actors. (2) The 

inhibiting factors of Policy of Cooperation and Small Medium Enterprises 

Department of Bandar Lampung City in developing small business actors are: a) 

Small Business Actors Do Not Want to Register Their Businesses even though they 

have been given easy registration and permits. b) Budget limitations in the revolving 

fund assistance program to small business actors so that the provision of revolving 

capital assistance to small businesses is not optimal. 

 

It is recommended to the Bandar Lampung City Cooperation and Small Medium 

Enterprises Department Office to: (1) More actively socialize the importance of 

small business registration to the community (2) Increase the intensity of 

entrepreneurship education and training for small businesses 

 

Keywords: Policy, Developing, Small Business Actors 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Penduduk merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam 

pola dan kerangka menyeluruh, hubungan pertambahan penduduk sebagai 

sumberdaya manusia mengakibatkan melonjaknya angkatan kerja, dan pada 

akhirnya setiap kegiatan produksi diarahkan pada peningkatan penyerapan tenaga 

kerja serta pemanfaatan optimalisasi potensi ekonomi. 

 

Setiap individu dalam konteks otonomi daerah merupakan individu yang dapat 

mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara 

optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk 

komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Pada 

dasarnya individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan 

otonomi daerah yang hakiki. Dengan dasar ini, maka penguatan otonomi daerah 

harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi penduduk untuk 

mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dalam mencapai kesejahteraan 

yang diharapkan, termasuk dalam menciptakan, menekuni dan mengembangkan 

lapangan pekerjaan.  

 

Seiring era otonomi daerah tersebut maka masyarakat dituntut untuk menciptakan 

perekonomian yang mandiri dan mantap, berdasarkan demokrasi ekonomi yang 



 2 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan dengan cita-cita meningkatkan 

kemakmuran rakyat dan pemerataan ekonomi. Hal ini dijabarkan dalam arah 

pembangunan ekonomi, yaitu terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri 

dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran 

seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Dengan demikian, pertumbuhan 

ekonomi harus diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat serta 

mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Salah satu aspek yang 

menjadi parameter dalam pertumbuhan ekonomi tersebut adalah adanya sektor 

usaha kecil.  

 

Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

 

Kelompok usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar 

rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari 

pertumbuhan perekonomian secara nasional. Kelompok usaha kecil selalu menjadi 

sasaran program pengembangan dari berbagai institusi pemerintah, namun 

program pengembangan tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan 

terhadap kelompok tersebut. Sehubungan dengan hal ini, para pelaku usaha kecil 

dihadapkan pada berbagai masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, 
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keuangan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha 

mereka. 

 

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah 

untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang 

berlaku. Dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah, pembinaan 

terhadap kelompok usaha kecil perlu menjadi perhatian. Pembinaan terhadap 

kelompok usaha kecil bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat tetapi juga 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab daerah. Dengan pemberian otonomi 

kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada azas desentralisasi 

saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.  

 

Daerah memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Dengan demikian daerah 

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Keberadaan kelompok usaha kecil pada dasarnya merupakan sektor usaha yang 

membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, 

sebab dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar, dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru tersebut pula 

tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi tingginya angka 

pengangguran. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan 
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pembinaan kepada sektor usaha kecil di daerahnya masing-masing dalam rangka 

memberdayakan masyarakat. 

 

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara 

ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah dengan fakta yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan 

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian 

kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-

luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan 

pengentasan kemiskinan. Faktanya menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil 

dihadapkan pada berbagai keterbatasan modal, peralatan usaha dan manajemen 

untuk mengembangkan usaha mereka baik dalam bidang produksi maupun 

pemasaran. Pelaku usaha kecil pada dasarnya mengharapkan bantuan dari 

pemerintah pada usaha yang dijalaninya, sehingga dapat berkembang dan menjadi 

sumber pendapatan bagi keluarganya serta bagi orang lain yang akan dipekerjakan 

pada usaha kecil miliknya.  

 

Pelaku usaha kecil pada umumnya dihadapkan pada kendala keterbatasan modal 

dan peralatan usaha, maka sampai dengan saat ini usahanya belum mengalami 

perkembangan secara signifikan. Pelaku usaha kecil mengharapkan adanya 

bantuan baik modal usaha maupun peralatan kerja untuk dapat mengembangkan 
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usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan pembinaan usaha 

kecil disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan Kota Bandar Lampung 

sebagai pusat jasa dan perdagangan, berbasis pada ekonomi kerakyatan.  

 

Salah satu perangkat daerah yang berkaitan dengan pembinaan pelaku usaha kecil 

adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung. Dasar 

hukumnya adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung  

 

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung 

berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota 

Bandar Lampung, adalah menyelenggarakan sebagaimana urusan Pemerintahan 

Kota Bandar Lampung di bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan 

asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan 

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung salah 

satunya adalah fungsi pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di 

Kota Bandar Lampung. Fungsi ini sesuai dengan konsep bahwa usaha kecil 

merupakan kelompok usaha yang potensial dalam mengurangi angka kemiskinan, 

karena dengan usaha ini maka penduduk mengusahakan sumber-sumber ekonomi 

yang produktif bagi keluarga atau masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga hal 

ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat menuju kesejahteraan secara berkesinambungan.  
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Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan fungsi tersebut telah menerapkan kebijakan sebagai 

upaya nyata di bidang pembinaan usaha kecil. Kebijakan yang dilaksanakan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan berupa keterbatasan modal, sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia serta pemasaran produk oleh kelompok usaha kecil, yang 

dilakukan dalam rangka pembinaan usaha kecil.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Kebijakan Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pelaku 

Usaha Kecil” 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1.2.1 Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota 

Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil? 

2. Apakah faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, 

dengan kajian mengenai kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil . Lokasi penelitian 
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adalah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung 

dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2018.  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota 

Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis  

 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan 

keilmuan Hukum Administrasi Negara, dengan kajian tentang kebijakan 

pemerintah daerah di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

a. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung 

dalam mengembangkan kebijakan yang dapat mengembangkan usaha kecil 

menengah. 

2. Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian studi pada Bagian 

Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kebijakan  

 

2.1.1 Pengertian Kebijakan  

 

 

Kebijakan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-

kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan 

memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-

asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan 

merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginklan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat 

melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi, 

serta menjabarkan kegiatan dan membuat prioritas yang ingin dicapai organisasi
1
 

 

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 

atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. 

Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk 

seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Pemerintah dapat melakukan 

                                                 
1
 Soewarno Hariyoso. Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi, Penerbit Erlangga, Jakarta.  

 2002. hlm. 72 
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sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 

pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 

dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, 

kepemimpinan, cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud 

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.
 

Kebijakan adalah kegiatan yang disusun dan 

dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi 

permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai 

dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga
2
 

 

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen 

yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan 

membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi. 

 

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang 

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan 

tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam: 

a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok 

sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan 

b) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik 

dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok 

sasaran dimaksud
3
. 

                                                 
2
 Malayu S.P. Hasibuan. Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press. 2004. hlm. 23 

3
 Azrul Azwar. Pengantar Administrasi, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.  
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Pengertian di atas menunjukkan bahwa masalah kebijakan pada intinya 

merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, 

dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis 

kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: 

masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan 

dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda 

perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang 

sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak azasi manusia 

dan transparansi.  

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi 

pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah 

merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 

keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan 

sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 

pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 

 

2.1.2 Tahapan Kebijakan  
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Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara 

langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut terdapat tahapan:  

a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai 

pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik 

untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga 

dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta 

pressure groups, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan 

b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut 

pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentukan personil 

dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat  

c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat
4
  

 

 

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat 

beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

a. Agenda Setting 

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama 

kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu 

kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar 

terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya 

dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol 

nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (market failure) dan tersedianya 

teknologi untuk menyelesaikan masalah publik. 

 

b. Policy Formulation 

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk 

menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai 

mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah 

pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. 

Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan 

analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus 

diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.  

 

c. Policy Adoption 

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan 

melalui dukungan stakeholders. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses 

rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu: 

                                                 
4
 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi  

Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.16 
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1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (policy alternative) yang dilakukan 

pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan 

merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu. 

2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan 

direkomendasi. 

3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih 

besar dari efek negatif yang akan timbul. 

 

 

d. Policy Implementation 

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan 

pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi berkaitan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi 

ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan 

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, 

seorang administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode 

yang dapat mendukung pelaksanaan program, melakukan interpretasi 

berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang 

dapat diterima dan feasible serta dapat menerapkan penggunaan instrumen-

instrumen, melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program. 

e. Policy Assesment 

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses 

implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya 

dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.
 5

  

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan 

terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara 

mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen 

kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, 

siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen 

dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen 

tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. 

Cara ini biasa disebut implementasi. Implementasi kebijakan sebagai tindakan 

yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah 

                                                 
5
 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.18 
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ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya 

mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai 

perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. 

 

Menurut Dunn dalam Suharto, analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual 

yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan merupakan aktivitas 

menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. 

Keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga 

proses, yaitu: 

1) Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. 

Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk 

menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan 

yang relevan dengan kebijakan. 

2) Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung 

yang diatur menurut urutan waktu:penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 

adopsi kebijakan, implementasi kebijakan,dan penilaiankebijakan. 

3) Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses 

pembuatan kebijakan berikut hasilnya.
6
  

 

2.1.3 Kategori Kebijakan  

 

Istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang 

beragam. Penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu 

Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang 

kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di 

dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri  

b. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang dikehendaki  

Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang 

dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk 

mewujudkan aparatur yang bersih.  

c. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu  

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya usulan 

RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RUU di Bidang Kepegawaian.  

                                                 
6
 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 101  
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d. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah 

Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakakukan perombakan terhadap 

suatu sistem administrasi negara  

e. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal 

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai 

keputusan yang sah. Sebagai contohnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 

yang merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  

f. Kebijakan sebagai sebuah program  

Kebijakan dalam hal ini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai 

contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur negara, yang menjelaskan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara pengorganisasiannya. 

g. Kebijakan sebagai out put atau apa yang ingin dihasilkan 

Kebijakan dalam hal ini adalah adalah out put yang akan dihasilkan dari suatu 

kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau pegawai 

negeri sipil yang profesional.  

h. Kebijakan sebagai out come  

Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari 

suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan efesien.
7
  

 

 

2.1.4 Implementasi Kebijakan  

 

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme 

penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-

saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, 

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu 

tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang 

penting dari keseluruhan proses kebijakan
8
  

 

Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu 

tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di 

dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa 

implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, 

                                                 
7
 Ferdinand Agustino. Pengantar Kebijakan Negara. Bina Cipta. Jakarta.2008.hlm. 22-23 

8
 Soeprapto.2000. Evaluasi Kebijakan. Rineka Cipta. Jakarta 2000.hlm. 59 
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bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan 

diukur.
 9

  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran 

yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa disebut 

implementasi, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta 

baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya 

upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta 

mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. 

 

Implementasi kebijakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan. Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti 

berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program 

diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan 

yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk 

mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu 

pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya implementasi kebijakan 

berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.
10

  

  

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan 

beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh 

Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber 

daya yang diperlukan; implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang 

handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

                                                 
9
 Solichin Abdul Wahab.Op Cit..hlm. 62. 

 
10

 Ferdinand Agustino. Op Cit. hlm. 69 
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penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan 

persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan 

secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang 

berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain. 

 

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan 

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target 

group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan 

sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak 

yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak 

baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.  

 

2.2 Kewenangan  

 

2.2.1 Pengertian Kewenangan  

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal 

berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 

legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. 

Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan 

terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan 

(atau bidang urusan) tertentu.
 11

 

 

                                                 
11

 Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6. 
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Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang 

digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah 

“bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika 

dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah 

“bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah 

“bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum 

privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya 

digunakan dalam konsep hukum publik.
 12

 

 

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam 

lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara 

keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan 

yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif 

dari kekuasaan eksekutif atau administratif.
13

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan 

kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis 

kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang 

yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.  

 

2.2.2 Sumber-Sumber Kewenangan  

Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan 

wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek 

hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang 

                                                 
12

 Ibid, hlm. 7. 
13

 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 

Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25. 
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untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki 

institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan 

atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh 

dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. 
14

 

Ditinjau dari sumbernya kewenangan terdiri dari, yaitu: 

a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan 

yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara 

oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang 

tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.  

b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. 

Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di 

bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai 

kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ 

(institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang 

telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya, 

c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan 

kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja 

interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu 

pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan 

kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau 

mengambil suatu tindakan atas namanya.
15

 

 

2.2.3 Ciri-Ciri Kewenangan  

                                                 
14

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54. 
15

 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 11. 
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Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling 

penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat 

kegiatan delegasi kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para 

pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. 

b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai 

tujuan atau tugas. 

c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau 

tanggung jawab. 

d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.
 16

 

 

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam 

menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan 

hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan 

dalam hal ini dibedakan menjadi:  

a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban 

terhadap badan (atribusi/mandat); 

b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti 

mempersiapkan dan mengambil keputusan; 

c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban 

yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.
 17

 

 

2.2.4 Macam-Macam Kewenangan 
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 Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51. 
17

 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 87. 
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Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua: 

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau 

norma, dan kesanggupan untuk memimpin. 

2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang 

yang berada di atasnya.
 18

 

 

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan 

pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar 

kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, 

tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk 

menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai 

dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan 

lingkungan yang melingkupinya. 

 

Kewenangan dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau 

lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan 

dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. 

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang 

mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal 

adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang 

dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

                                                 
18

 Ibid, hlm.88. 
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bidang tugas dan wewenangnya masing-masing dalam rangka melaksanakan 

kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.
19

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Kewenangan sebagai Tindakan Hukum Pemerintah 

Tindakan hukum pemerintah masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu 

peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga 

negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. 

Hukum administrasi negara sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang 

mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk 

memenuhi tugasnya. 
20

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum 

yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para 

pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan yang harus 

diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam 

menjalankan tugasnya.  

 

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah Administrasi 

recht, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan-

jabatan dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai gabungan ketentuan 
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20
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yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila 

menggunakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Administrasi Negara.
21

 

 

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), mengemukakan bahwa ukum tidak 

dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das rechts wird 

nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke).
 
Berdasarkan inti teori Von Savigny 

maka dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara 

seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak 

terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh 

adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyararakat 

mengembangkan hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat 

istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.
22

 

 

Sesuai dengan dasar teori Carl von Savigny maka produk hukum dapat diketahui 

melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu: 

1) Pembuatan Hukum 

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh 

secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah 

seiring perubahan sosial. Dengan pernyataan ini maka hukum di satu negara 

tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya 

berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah 

pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.  

 

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa 

pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

                                                 
21

 Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 12. 
22

 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7 
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1) Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya 

adalah proses yang tidak disadari dan organis oleh karena itu perundang-

undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan 

2) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah 

dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam 

peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi 

menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli 

hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli 

hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada 

tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan 

mentah (kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai 

kesadaran hukum).  

3) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. 

Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena 

mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny 

menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat 

diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain.Volkgeist dapat 

dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti 

evolusi volkgeist melalui penelitian sepanjang sejarah. 

2) Fungsi Utama Hukum 

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat 

menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Sehingga amat 

sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum 

menurut teori ini.
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2.3 Pengertian Koperasi 

 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah Badan Usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang 

Koperasi menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.  

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

maka diketahui bahwa kegiatan koperasi adalah sebagai berikut: 

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. 

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi 

(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang 

kehidupan ekonomi rakyat. 

 

 

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

menyatakan sebagai berikut: 

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan 

usaha simpan pinjam dari dan untuk : 
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a. Anggota Koperasi yang bersangkutan; 

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. 

(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau 

satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. 

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa pada dasarnya kegiatan 

koperasi merupakan usaha yang berorientasi pada peningkatan usaha dan 

kesejahteraan anggotanya dan apabila terdapat kelebihan pelayanan koperasi 

maka dapat dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak 

terdaftar sebagai anggota koperasi. Bidang usaha koperasi meliputi berbagai 

bidang kehidupan ekonomi rakyat. Selain itu, dalam kegiatan usahanya koperasi 

dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 

pinjam, baik untuk internal anggota koperasi yang bersangkutan maupun anggota 

koperasi lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah 

satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi, bermakna bahwa apabila koperasi 

tidak mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha maka koperasi tersebut 

dapat menyelenggarakan satu bidang usaha saja yaitu kegiatan usaha simpan 

pinjam. 

 

2.4 Pengertian Usaha Kecil Menengah 

 

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha yang mempekerjakan tenaga 

pelaksana dengan jumlah yang minimal dan dijalankan pemiliknya yang juga 

mengawasi sendiri sendiri semua fungsi pelaksana dengan jalan mendelegasikan 

pekerjaan kepada pegawai-pegawainya dari hari ke hari. Selain itu, usaha kecil 

didefinisikan sebagai suatu usaha dalam mana pemiliknya langsung 
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mengendalikan tenaga-tenaga pelaksana dan tetap memegang pengendalian yang 

ketat atas seluruh kegiatan. Kegiatan usahanya dilakukan secara independen dan 

pada komunitas tertentu, dengan jenis usahanya berbentuk perdagangan/distribusi, 

produksi/industri kecil, dan jasa komersial.
23

  

 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan usaha 

kecil dan menengah adalah suatu badan usaha, baik yang yang berbadan hukum 

maupun tidak, menjalankan usahanya dengan menggunakan modal yang relatif 

kecil dan bidang usahanya tidak terlalu besar serta dikelola oleh sedikit orang 

dengan manajemen yang sederhana. Jenis-jenis usaha kecil dan menengah adalah 

usaha makanan ringan produksi rumah tangga, usaha konveksi skala kecil, usaha 

peternakan unggas, usaha perikanan, usaha meubel, bengkel dan dan kerajinan 

rumah tangga. Jaringan usaha kecil yang dikonstruksi seputar jaringan sosial 

berkembang melalui asosiasi yang dibentuk oleh keluarga, sahabat dan kenalan. 

Dalam konteks bisnis kecil, asosiasi ini bisa dibentuk oleh pemilik dan karyawan 

perusahaan, meskipun satu karakter bisnis keluarga dapat menjadi staf yang relatif 

berstatus rendah dan berpengaruh.  

 

 

Usaha kecil merupakan suatu badan usaha, baik yang yang berbadan hukum 

maupun tidak, menjalankan usahanya dengan menggunakan modal yang relatif 

kecil dan bidang usahanya tidak terlalu besar serta dikelola sedikit orang dengan 

manajemen sederhana. Jenis-jenis usaha kecil dan menengah adalah usaha 

makanan ringan produksi rumah tangga, usaha konveksi skala kecil, usaha 
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peternakan unggas, usaha perikanan, usaha meubel, bengkel dan dan kerajinan 

rumah tangga.
24

 

 

Usaha kecil menengah memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif 

sebagai berikut:  

a. Usaha kecil beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam 

bidang usaha, karena kebanyakan usaha kecil muncul untuk memenuhi 

permintaan (aggregate demand) yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa 

terjadi bahwa orientasi produksi usaha kecil tidak terbatas pada orientasi 

produk melainkan sudah mencapai taraf orientasi konsumen. Untuk ini 

diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian yang tinggi. 

Penyebaran usaha kecil berarti mengurangi urbanisasi dan kesenjangan desa-

kota.  

b. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat 

yang rendah dan sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. 

Karena yang dipertaruhkan kecil, maka usaha kecil memiliki kebebasan yang 

tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Kegiatan produksinya dapat 

dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang 

menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah 

mudah mengnyesuaikan dengan produknya, sehingga sebagai akibatnya akan 

memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian 

internasional.  

c. Sebagian besar usaha kecil merupakan usaha padat karya (labor intensive) 

yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana, sehingga distribusi 

pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu keunggulan usaha kecil terdapat 

pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan 

sulitnya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukkan 

betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi.
25

 

 

 

Kelemahan dari usaha kecil adalah:  

a. Adanya beberapa risiko di luar kendali wirausaha, seperti perubahan mode, 

peraturan pemerintah, persaingan, masalah tenaga kerja, serta masalah modal 

dapat menghambat bisnis. Beberapa bidang usaha kecil cenderung 

menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik tidak mendapat 

profit.  

b. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu yang cukup banyak 

sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi keluarga dan waktu untuk 

berekreasi.  
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Keterbatasan pelaku usaha kecil dalam mengakses sumber modal menunjukkan 

bahwa mereka mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun 

tekanan sosial. Tekanan ekonomi berhubungan langsung dalam pengadaan sarana 

produksi usaha dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu 

tekanan sosial lebih bersifat kepada penilaian sebagian besar masyarakat di luar 

pelaku usaha kecil yang menilai bahwa pelaku usaha kecil itu terbelakang dan 

tertinggal karena tidak mempunyai keinginan untuk maju. Ini yang menyebabkan 

sebagian besar pelaku usaha kecil mengalami kemunduran usaha.  

 

 

2.5 Dasar Hukum Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

 

Dasar hukum pengembangan Usaha Kecil dan Menengah adalah Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 1 

Angka (2) menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

 

Sementara usaha menengah menurut Pasal 1 Angka (3) UU Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar 
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dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha 

Industri, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan 

usaha mereka tanpa harus terbebani dengan biaya perizinan usaha yang 

memberatkan mereka dalam melaksanakan usaha.  Dampak bagi pelaku usaha 

kecil ini tentunya bernilai positif, sebab para pelaku usaha kecil yang memiliki 

keterbatasan modal dan sumberdaya manusia dapat mengalokasikan modal yang 

dimilikinya untuk mengembangkan usaha dan tidak harus membayar sejumlah 

uang kepada pemerintah sebagai persyaratan atas izin usaha yang mereka 

laksanakan. 

 

Usaha kecil memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat, baik dari segi 

ekonomi maupun sosial. Usaha kecil dalam konteks penelitian ini dapat 

meredakan gejolak sosial dan ekonomi, karena jenis usaha ini relatif mudah 

dilakukan oleh masyarakat kecil. Usaha kecil menjadi alternatif pilihan sehingga  

dapat mengurangi angka pengangguran. Usaha kecil bagi masyarakat juga 

menjadi salah satu penopang kebutuhan ekonomi rumah tangga, sebab usaha kecil 

yang relatif mudah dimasuki dapat menjadi alternatif usaha sehingga kebutuhan  

rumah tangga tetap dapat terpenuhi. Usaha kecil menjadi harapan keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hasil pertanian sulit diharapkan.  

 

Dampak kebijakan memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam 

melaksanakan usahanya juga mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, 

khususnya rumah tangga pelaku usaha kecil. Dampak usaha kecil ini 
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diindikasikan dengan semakin membaiknya kondisi fisik rumah para pelaku usaha 

kecil/kecil, serta bertambahnya kepemilikan kendaraan. Selain itu pendapatan 

usaha kecil juga digunakan untuk menyekolahkan anak, berobat, dan berbagai 

kebutuhan rumah tangga lainnya.  

 

Dampak usaha kecil, terutama yang ditekuni oleh perempuan, telah meningkatkan 

ekonomi perempuan khususnya dan ekonomi keluarga pada umumnya. Usaha 

kecil yang ditekuni kaum perempuan, seperti pembuatan makanan ringan yang 

awalnya merupakan usaha sampingan dapat berubah menjadi tulang punggung 

ekonomi keluarga. Dampak lainnya adalah menciptakan lapangan kerja bagi 

rumah tangga di sekitar usaha kecil, terutama tenaga kerja perempuan. Pengelola 

usaha kecil berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, 

meningkatnya kontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah  

 

 

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan 

pendekatan secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan 

hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber 

lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara 

empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan 

langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang 

berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti
26

  

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan 

                                                 
26

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14 
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penelitian, yaitu dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar 

Lampung .  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap 

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:  

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

(1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat 

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(4) Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Izin Usaha Industri 

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:Bahan hukum sekunder, yaitu bahan 

bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa 

kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana 

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
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sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel 

di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.  

 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data  

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:  

a. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian  

b. Studi lapangan (field research) yang dilakukan melalui wawancara adalah 

usaha untuk mengumpulkan data dari informan penelitian. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data  

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. 

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh. 

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan. 

c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-

masing dengan sistematis. 
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d. Seleski data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang 

akan dibahas 

 

3.4 Analisis Data  

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Data yang telah diolah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, maksudnya 

adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ 

keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk 

ditarik suatu kesimpulan.  
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BAB V 

P E N U T U P 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung 

dalam pembinaan pelaku usaha kecil dilaksanakan dengan mempermudah 

perizinan pelaku usaha kecil, yaitu tidak mewajibkan adanya Izin Usaha 

Industri (IUI) dalam proses pendaftaran usaha kecil, agar para pelaku usaha 

kecil semakin mudah dalam mengembangkan usaha mereka tanpa harus 

terbebani dengan biaya perizinan usaha yang justru akan membebani mereka 

dalam melaksanakan usaha.  Peningkatan akses kepada sumber daya 

produktif, yaitu dengan  melaksanakan pendidikan dan pelatihan wirausaha 

kepada sumber daya manusia pelaku usaha kecil. Pengembangan 

kewirausahaan dan usaha kecil berkeunggulan kompetitif melalui pemberian 

bantuan berupa modal usaha bergulir bagi para pelaku usaha kecil sebagai 

upaya untuk mengembangkan usaha mereka 

 

2. Faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil adalah 

pelaku usaha kecil tidak mau mendaftarkan usahanya walaupun telah 

diberikan kemudahan dalam pendaftaran dan perizininanya. Selain itu 
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keterbatasan anggaran dalam program bantuan dana bergulir kepada pelaku 

usaha kecil sehingga pemberian bantuan modal bergulir kepada pelaku usaha 

kecil tidak maksimal.  

5.2 Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung 

lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pendaftaran usaha kecil kepada 

masyarakat, sehingga akan meningkatkan jumlah pelaku usaha kecil yang 

mendaftarkan usaha mereka, tanpa harus takut dipungut biaya pendaftaran. 

2. Sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung 

meningkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku 

usaha kecil, dengan cara membuat jadwal khusus pada setiap kecamatan dan 

kelurahan. Hal ini penting dilakukan agar semua pelaku usaha kecil di seluruh 

kelurahan dan kecamatan memperoleh pendidikan dan pelatuhan 

kewirausahaan  
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